
PAJAK PARKIR  

(Peraturan Daerah Kota Denpasar 7 TAHUN 2016) 

I. PENGERTIAN 
 Pajak Parkir yang selanjutnya disebut Pajak 
adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir 
di luar badab jalan, baik yang  disediakan 
berkaitan dengan pokok usaha maupun yang 
disediakan sebagai suatu usaha, termasuk 
penyediaan tempat penitipan kendaraan 
bermotor 

 Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu 
kendaraan yang tidak bersifat sementara. 

 Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan 
yang dapat dikenakan Pajak. 

 Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, 
meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan 
pemungut pajak, yang mempunyai hak dan 
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan 
daerah. 

II. OBJEK  
 Objek Pajak meliputi penyelenggaraan 

tempat Parkir  di luar badan jalan, baik yang 
disediakan berkaitan dengan pokok usaha 
maupun yang disediakan sebagai suatu 
usaha, termasuk penyediaan tempat 
penitipan kendaraan bermotor. 

 Tidak termasuk objek Pajak:  
- penyelenggaraan tempat Parkir oleh 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah;  

- penyelenggaraan tempat Parkir oleh 
perkantoran yang hanya digunakan untuk 
karyawannya sendiri;  dan   

- penyelenggaraan tempat Parkir oleh 
kedutaan, konsulat, dan perwakilan 
negara asing dengan asas timbal balik.  

- Penyelenggaraan tempat parkir lainnya 
yang diatur dengan Peraturan Daerah. 

-  

III. SUBJEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK 
 Subjek Pajak meliputi orang pribadi atau 
Badan yang  melakukan parkir kendaraan 
bermotor. 

 Wajib Pajak meliputi orang pribadi atau 
Badan yang menyelenggarakan tempat 
parkir. 

 

IV.  DASAR PNGENAAN PAJAK 
  Dasar pengenaan Pajak meliputi jumlah 
pembayaran atau yang seharusnya dibayar 
kepada penyelenggara tempat Parkir. 

  Jumlah yang seharusnya dibayar 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
termasuk potongan harga Parkir dan Parkir 
cuma-cuma yang diberikan kepada 
penerima jasa Parkir. 
 

V.  TARIF PAJAK 
 Tarif Pajak ditetapkan sebesar 20% (dua 

puluh persen). 
 

VI. TATA CARA PEMBAYARAN DAN       
       PENAGIHAN 

 pajak dalam tahun berjalan tidak atau 
kurang dibayar; 

 dari hasil penelitian SPTPD terdapat 
kekurangan pembayaran sebagai akibat 
salah tulis dan/atau salah hitung; 

 Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif 
berupa bunga dan/atau denda. 

 Walikota menentukan tanggal jatuh tempo 
pembayaran dan penyetoran pajak yang 
terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari 
kerja setelah saat terutangnya pajak. 

 SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan 
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, 
dan Putusan Banding, yang menyebabkan 
jumlah pajak yang harus dibayar 
bertambah merupakan dasar penagihan 
pajak dan harus dilunasi dalam jangka 
waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak 
tanggal diterbitkan.  

 Walikota atas permohonan Wajib Pajak 
setelah memenuhi persyaratan yang 
ditentukan dapat memberikan persetujuan 
kepada Wajib Pajak  untuk mengangsur 

atau menunda pembayaran pajak, dengan 
dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) 
sebulan. 
 

VII. SANKSI ADMINISTRASI 
Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam 
dikenakan sanksi administratif berupa bunga 
sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari 
pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk 
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) 
bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. 
 

VIII. SANKSI PIDANA 
Setiap orang atau Badan yang tidak memenuhi 
kewajibannya membayar Pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana 
denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima 
puluh juta rupiah). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


